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Latar Belakang : Visum et repertum adalah surat keterangan yang dibuat oleh 
dokter untuk kepentingan hukum.Dokter umum telah memiliki pengetahuan 
mengenai visum et repertum yang didapatkan pada pendidikan kedokteran 
sehingga saat masa kerja nya dapat membuat visum et repertum saat diminta oleh 
pihak berwenang.Pada kenyataan keberadaan dokter spesialis forensik tidak 
merata di Indonesia sehingga dokter umum dituntut agar tetap memegang 
pemahaman visum et repertum dengan baik.  
Tujuan : Untuk mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan dokter umum tentang 
visum et repertum di kota yang terdapat dokter spesialis forensik dan yang tidak 
terdapat dokter spesialis forensik. 
Metode : Penelitian merupakan penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan cross-sectional. Sampel adalah dokter umum yang bertugas di 
sejumlah Instalasi Gawat Darurat di Jawa Tengah berjumlah 32 orang dengan 
kriteria tertentu di .Instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner yang 
diisi oleh dokter umum kemudian dikembalikan ke peneliti. 
Hasil : Rata-rata tingkat pengetahuan dokter umum tentang visum et repertum di 
kota yang terdapat dokter spesialis forensik yaitu 80,58% sedangkan di kota yang 
tidak terdapat dokter spesialis forensik yaitu 83%.Berdasarkan analisa hipotesis 
angka yang dihasilkan tidak menunjukkan derajat kemaknaan yang berarti. 
Simpulan : Tidak ada perbedaan antara tingkat pengetahuan dokter umum 
tentang visum et repertum baik di kota yang terdapat dokter spesialis forensik dan 
di kota yang tidak terdapat dokter spesialis forensik. 














Background: Visum et repertum is a reference letter which have done by a doctor 
for law consideration.General practicioners has a knowledge about visum et 
repertum or medicolegal report from their medical education so in their duty they 
capable to write medicolegal report when they asked  by the police. In 
reality,forensic specialists did not spread equally in Indonesia so it would be 
general practicioner’s task to fully well understanding about visum et repertum. 
Aim : To know the difference of general practicioners’s level of knowledge about 
visum et repertum in city which has forensic specialist and did not have forensic 
specialist. 
Method: This research was using analytic observational method with cross-
sectional design. The sample were 32 peoples of general practicioners who works 
in a few emergency units in Central Java. The research instrument was a 
questioner which had been answered by general practicioners and back to 
researcher. 
Results: The average of general practicioners’s level of knowledge about visum et 
repertum in city which have forensic specialist was 80,58 %, and  in city which 
did not have forensic specialist was 83%.Based on hypothesis analysis,there was 
a number which did not show significant meaning. 
Conclusions: There was no difference level of knowledge about visum et repertum 
between general practicioners in city which has forensic specialist and did not 
have forensic specialist 













1.1  Latar Belakang  
 
Kini banyak sekali muncul kasus-kasus kejahatan yang diberitakan tidak 
hanya melibatkan harta benda tetapi nyawa seseorang. Dalam perjalanan 
menelusuri kasus-kasus tersebut pihak kepolisian melakukan penyelidikan yang 
kemudian berakhir di peradilan. Dalam proses penyidikan dalam kasus yang 
melibatkan nyawa seseorang terkadang penyidik meminta bantuan dari ahli 
misalnya dokter dalam bentuk keterangan yang disebut visum et repertum. Visum 
et repertum merupakan salah satu pelayanan di bidang kedokteran forensik yang 
dapat membantu di bidang hukum. 
Visum et repertum adalah keterangan tertulis dari seorang dokter (dalam 
kapasitasnya sebagai ahli) atas permintaan resmi dari penegak hukum yang 
berwenang tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada objek yang diperiksanya 
dengan mengingat sumpah atau janji ketika menerima jabatan. Visum et repertum 
yang dimaksud merupakan salah satu alat bukti di peradilan yang jika dalam 
pembuatannya tidak benar maka akan memperberat hukuman atau bahkan 
menyeret dokter itu sendiri dalam masalah.
1 
Visum et repertum dibuat berdasarkan permintaan oleh penyidik dan 
biasanya visum dibuat oleh dokter spesialis forensik. Dokter spesialis forensik 
adalah dokter umum yang telah mengambil spesialisasi di bidang forensik dan 
kedokteran kehakiman (medikolegal) ,mereka berwenang untuk membuat visum 
et repertum. Akan tetapi jumlah dokter spesialis forensik  tidaklah sebanding 
dengan jumlah penduduk dan luas wilayah di Indonesia sehingga ada daerah yang 
terdapat dokter spesialis forensik dan ada yang tidak terdapat dokter spesialis 
forensik.  
Bagi daerah tertentu karena secara geografis tidak memungkinkan dan 
sangat jauh letaknya dan belum ada dokter ahli forensik maupun jauh dari 
laboratorium forensik seperti misalnya,Laboratorium Forensik 
Kepolisian,Laboratorium Kesehatan (Dinas Kesehatan atau Rumah Sakit), 
Laboratorium Forensik Fakultas Kedokteran, maka visum et repertum  dari dokter 
(umum) atau dokter bukan ahli sebagai pemeriksaan luka,pemeriksaan mayat 
kecuali otopsi yang hanya boleh dilakukan oleh dokter ahli forensik.
2
 Oleh karena 
itu dokter umum bisa dimintai membuat visum et repertum. 
Keterbatasan dokter spesialis forensik di Indonesia memberikan pengaruh 
terhadap dokter umum dimana pada saat terdapat permintaan visum dan di 
instansi tersebut hanya terdapat dokter umum,maka dokter umum berkewajiban 
untuk membuatnya. Sebenarnya semua dokter umum telah mendapatkan 
kepaniteraan klinik sewaktu di masa pendidikan mengenai ilmu forensik dan 
medikolegal dimana di dalamnya terdapat visum et repertum. Jadi diperlukan 
keberanian,ketelitian dan kesungguhan dari para dokter itu sendiri untuk 
melakukan pemeriksaan dan diberikan dalam bentuk visum et repertum.  
Dokter umum yang membuat visum et repertum secara tidak langsung 
telah mendapatkan pengalaman yang mempengaruhi pengetahuannya dimana jika 
seseorang lebih banyak mendapat pengalaman maka pengetahuannya akan lebih 
tinggi daripada seseorang yang sedikit berpengalaman.
3
 
 Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang 
“Perbedaan Tingkat Pengetahuan Dokter Umum tentang Visum et repertum di 
Kota yang Terdapat Dokter Spesialis Forensik dan yang Tidak Terdapat Dokter 
Spesialis Forensik di Kota-Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah” sehingga dengan 
adanya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan gambaran 
tentang pengetahuan dokter umum mengenai visum et repertum. 
 
1.2 Permasalahan Penelitian 
        Rumusan masalah dalam penelitian ini secara umum adalah: 
“Bagaimana perbedaan tingkat pengetahuan dokter umum tentang visum et 
repertum di kota yang terdapat dokter spesialis forensik dan yang tidak terdapat 
dokter spesialis forensik di Kota-Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah?” 
Kemudian dapat dijabarkan lebih lanjut dalam masalah-masalah khusus, 
yaitu: 
1. Bagaimana tingkat pengetahuan dokter umum tentang visum et 
repertum di kota yang terdapat dokter spesialis forensik? 
2. Bagaimana tingkat pengetahuan dokter umum tentang visum et 





1.3  Tujuan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Umum 
Untuk mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan tentang visum et 
repertum pada dokter umum. 
1.3.2.  Tujuan Khusus 
1) Mengetahui tingkat pengetahuan visum et repertum dokter umum di 
kota yang terdapat dokter spesialis forensik. 
2) Mengetahui tingkat pengetahuan visum et repertum dokter umum di 
kota yang tidak terdapat dokter spesialis forensik. 
 
 1.4  Manfaat Penelitian 
1) Menambah pengetahuan mengenai tingkat pengetahuan dokter umum 
mengenai visum et repertum yang berada di kota yang terdapat dokter 
spesialis forensik dan yang tidak terdapat dokter spesialis forensik. 
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 
nantinya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan hasil penelitian untuk 
mencapai terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu. 
3) Menjadi landasan untuk penelitian berikutnya. 
 
1.5  Orisinalitas 
Penulis telah melakukan upaya penelusuran pustaka dan tidak menjumpai adanya 
penelitian atau publikasi sebelumnya yang telah menjawab permasalahan 
penelitian. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat adalah orisinal karena 





2.1 Peranan Ilmu Kedokteran Forensik 
Ilmu Kedokteran Forensik adalah ilmu yang mempelajari penerapan ilmu 
keodkteran ke dalam bidang hukum untuk membantu kepentingan peradilan.
1,4,5 
Dokter sebagai seorang yang ahli di dalam bidang kesehatan tidak hanya 
menerapkan ilmunya untuk memecahkan masalah kesehatan namun ikut berperan 
dalam penegakan hukum melalui kedokteran forensik. 
Pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal adalah pelayanan 
kedokteran untuk memberikan bantuan profesional yang optimal dalam 
memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum dan 
keadilan.
5,6
 Pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal mencakup 5 bidang, 
yaitu6 : 
1) Pelayanan forensik klinik 
Pelayanan pemeriksaan forensik terhadap korban yang dikirim 
penyidik ke rumah sakit atau puskesmas dan pelayanan pemeriksaan 
forensik pada pasien dalam rangka pembuatan visum et repertum,surat 
keterangan atau sertifikasi lainnya. Misalnya pada kasus perkosaan, 
kasus kekerasan yang menyebabkan luka, kasus keracunan dan 
pelayanan kekerasan dalam rumah tangga. 
 
 
2) Pelayanan forensik patologi 
Pelayanan pemeriksaan forensik terhadap mayat yang dikirim penyidik 
ke rumah sakit atau puskesmas dan pelayanan pemeriksaan forensik 
terhadap mayat pasien sesuai permintaan pihak yang berkepentingan. 
3) Pelayanan laboratorium kedokteran forensik 
Pelayanan pemeriksaan laboratorium untuk menunjang kepentingan 
pelayanan forensik klinik,forensik patologi,maupun pelayanan 
medikolegal. 
4) Pelayanan konsultasi medikolegal 
Pelayanan konsultasi ahli yang dilaksanakan dokter spesialils 
kedokteran forensik secara tersendiri atau dibantu ahli lain dalam 
bidang terkait prosedur medikolegal,penyusunan “by laws”, pembuatan 
dokumen medik, dan penyelesaian sengketa medik. 
5) Pelayanan bank jaringan 
Pelayanan penyediaan,pemrosesan dan distribusi jaringan untuk 
kepentingan transplantasi organ/jaringan. 
Kedokteran forensik merupakan suatu ilmu yang penting dipahami oleh  
tiap dokter karena kapanpun dan dimanapun jika dimintai bantuan pemanfaatan 
pengetahuan kedokteran di bidang hukum maka sesuai KUHAP dokter sebagai 
ahli wajib melaksanakan dengan sungguh-sungguh.Oleh sebab itu tidak ada alasan 
bagi dokter untuk tidak memberikan bantuan dalam peradilan karena jika menolak 
tanpa suatu alasan yang jelas akan dikenakan sanksi.
4
 
Ilmu Kedokteran Forensik dipelajari dengan harapan agar dokter 
menyadari pentingnya peranan mereka di proses peradilan dan memahami dengan 
benar segala tugas keforensikan beserta hak dan kewajibannya sehingga mampu 
menghasilkan suatu keterangan yang bisa menjadi barang bukti.
4 
 
2.2  Visum et repertum 
2.2.1.  Definisi 
 Visum et repertum berasal dari kata visual yaitu melihat dan repertum 
yaitu melaporkan. Jadi visum et repertum adalah suatu keterangan tertulis yang 
dibuat berdasarkan permintaan penyidik memuat segala sesuatu yang dilihat dan 
ditemukan dalam pemeriksaan sesuai dengan keilmuannya sebaik-baiknya untuk 
kepentingan peradilan dengan mengingat sumpah ketika menerima jabatan..1,2,5 
 Menurut pasal 10 Surat Keputusan Menteri Kehakiman 
No.M04.UM.01.06 Tahun 1983 bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran 
kehakiman disebut dengan visum et repertum. Dengan demikian menurut KUHAP 
keterangan ahli yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman oleh dokter ahli 




2.2.2  Dasar hukum 
 Visum et repertum sendiri tidak tertuang secara tertulis di dalam KUHAP 
atau hukum acara pidana sebelumnya (RIB= Reglemen Indonesia yang 
diperBaharui). Nama visum et repertum di sebut di dalam Staatsblad 350 tahun 
1937 pasal 1 dan pasal 2 yang berbunyi : 
1) Visa reperta dari dokter-dokter yang dibuat atas sumpah jabatan yang 
diikrarkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di negeri 
Belanda atau di Indonesia, atau atas sumpah khusus sebagai dimaksud 
dalam pasal 2,mempunyai daya bukti dalam perkara pidana,sejauh itu 
mengandung keterangan tentang yang dilihat oleh dokter pada benda 
yang diperiksa. 
2) Dokter-dokter yang tidak mengikrarkan sumpah jabatan di Negeri 
Belanda maupun di Indonesia,sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, 
boleh mengikarkan sumpah (atau janji) sebagai berikut “....” 
Kesimpulan dari 2 pasal tersebut diatas bahwa visum et repertum hanya 
sah bila dibuat oleh dokter yang sudah mengucapkan sumpah sewaktu menerima 
jabatan dan visum et repertum hanya sebatas apa yang dilihat atau ditemukan oleh 
dokter pada objek yang diperiksa.
1 
Kewajiban dokter dalam membantu proses peradilan diatur dalam KUHAP 
yaitu : 
 Pasal 133 KUHAP menyebutkan
8
 : 
1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang 
korban baik luka,keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa 
yang merupakan tindak pidana,ia berwenang mengajukan permintaan 
keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau 
ahli lainnya. 
2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas 
untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan 
bedah mayat. 
Pasal 179 KUHAP menyebutkan
8
 : 
1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran 
kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan 
ahli demi kebaikan. 
2) Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka 
yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka 
mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang 




Dari penjabaran diatas jelas bahwa seorang dokter yang kapasitasnya 
sebagai ahli wajib memberikan keterangan jika sewaktu-waktu dimintai 
keterangan ahli oleh penyidik. 
 Visum et repertum dibuat berdasarkan permintaan dari pihak yang 
berwenang yaitu penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana bunyi pasal 7 ayat 
(1) butir h dan pasal 11 KUHAP.
2
 Yang termasuk penyidik menurut KUHAP 
pasal 6 ayat (1) jo PP 27 tahun 1983 pasal 2 ayat (1) adalah Pejabat Polisi Negara 
RI yang diberi wewenang khusus oleh UU dengan pangkat serendah-rendahnya 
Pembantu Letnan Dua,sedangkan penyidik pembantu berpangkat serendah-
rendahnya Sersan Dua.
5 
Bila dokter yang dimintai keterangan oleh penyidik menyatakan menolak 
maka akan dikenakan sanksi yaitu
9
 : 
Pasal 216 KUHP yang berbunyi
8
 : 
1) Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang 
dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi 
sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang 
diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula 
barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau mengga-
galkan tindakan guna menjalankan ketentuan, diancam dengan pidana 
penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak 
sembilan ribu rupiah. 
Pasal-pasal KUHAP yang mengatur tentang produk dokter yang sepadan 
dengan visum et repertum adalah pasal 186 dan 187, yang berbunyi
2,8
 : 
Pasal 186  : Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di  
sidang     pengadilan. 
Pasal 187(c) : Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 
berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu 
keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
 
Keduanya merupan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan KUHAP 
pasal 184 ayat (1) alat bukti yang sah adalah1 :  
- Keterangan saksi 
- Keterangan ahli 
- Surat 
- Petunjuk 
- Keterangan terdakwa. 
Dari pasal diatas tampak bahwa keterangan ahli maupun surat dalam 
KUHAP sepadan dengan visum et repertum dalam Stb no 350 tahun 1937. 
Perbedaanya jika yang dimintakan sebagai saksi ahli (dokter) tidak hanya 
sebatas apa yang dilihat dan ditemukan saja,namun harus dibuat atas dasar 
pemeriksaan medik. Pemeriksaan medik tersebut tidak harus dilakukan oleh 
dokter pembuat visum et repertum itu sendiri namun sebaiknya yang bertanggung 
jawab atas visum tersebut adalah dokter pembuat visum. 
 
2.2.3 Peranan dan fungsi visum et repertum 
 Kedudukan visum et repertum dalam suatu proses peradilan adalah sebagai 
salah satu alat bukti yang sah sebagaimana yang tertulis di pasal 184 KUHAP ayat 
(1).
1,10
 Visum et repertum turut berperan dalam proses pembuktian perkara pidana 
terhadap kesehatan dan jiwa manusia artinya dokter bukan lagi memeriksa pasien 
tetapi memeriksa saksi/korban tindak pidana.
10 
Pemeriksaan tersebut dilakukan 
secara rinci dan diuraikan kemudian dituang kedalam tulisan dalam bentuk visum 
et repertum.  
 Keterangan dan pendapat dokter setelah melakukan pemeriksaan di tulis di 
bagian Kesimpulan. Dengan demikian visum et repertum telah menjadi 
penghubung antara ilmu kedokteran dan ilmu hukum,sehingga dengan membaca 
visum et repertum bisa dipertimbangkan dan diterapkan sesuai dengan norma 
hukum menyangkut tubuh atau jiwa seseorang.1 
 Visum et repertum berbeda dengan catatan medik dan surat keterangan 
medik lainnya karena visum et repertum dibuat atas kehendak undang-undang 
yang berlaku,maka dokter tidak dapat dituntut karena membuka rahasia pekerjaan 
sebagaimana diatur dalam pasal 322 KUHP,meskipun dokter membuatnya tanpa 




2.2.4 Jenis dan bentuk visum et repertum 
 Secara umum dikenal dua jenis visum et repertum yaitu visum untuk orang 
hidup (kasus perlukaan,keracunan,perkosaan,psikiatri,dan lain lain) dan visum 
jenazah.Berdasarkan waktu visum untuk orang hidup dibedakan menjadi
11
 : 
1) Visum seketika yang dibuat langsung setelah korban diperiksa dan paling 
banyak yang dibuat oleh dokter. 
2) Visum sementara yaitu visum saat korban masih dalam perawatan 
biasanya untuk menentukan jenis perlukaan dan pada visum ini tidak 
terdapat kesimpulan. 
3) Visum lanjutan yaitu visum yang diberikan setelah korban sembuh dari 
perawatan atau meninggal dan merupakan lanjutan dari visum 
sementara.Pada visum ini dokter telah menulis kesimpulan dan dokter 
yang membuat kesimpulan tidaklah harus dokter yang membuat visum 
sementara. 
Berikut adalah jenis dari visum et repertum
1
 :  
1) Visum et repertum perlukaan (termasuk keracunan) 
Pemeriksaan pada korban hidup ditujukan untuk mengetahui 
penyebab luka dan derajat parahnya luka tersebut. Suatu perlukaan 
dapat membawa dampak dari segi fisik,psikis,sosial dan 
pekerjaan,oleh karena itu derajat perlukaan diperlukan oleh hakim 
diperadilan untuk menentukan beratnya sanksi pidana yang 
dijatuhkan.Terhadap setiap pasien dokter harus membuat catatan 
medik atas semua hasil pemeriksaan mediknya. Pada korban yang 
diduga tindakan pidana pencatatan harus lengkap dan jelas untuk 
kepentingan kelengkapan barang bukti di dalam bagian Pemberitaan 
visum et repertum. 
Dalam praktek sehari-hari memungkinkan bahwa korban 
perlukaan akan datang lebih dahulu ke dokter baru kemudian melapor 
ke penyidik.Keterlambatan permintaan visum et repertum bisa di 
terima sepanjang keterlambatan itu cukup beralasan dan tidak menjadi 
hambatan dalam pembuatan visum et repertum.
12 
Derajat luka berdasarkan ketentuan KUHP yaitu penganiayaan 
ringan adalah penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau 
halangan untuk menjalankan aktivitas. Umumnya yang dianggap 
penganiayaan ringan adalah luka lecet atau memar kecil di lokasi yang 
tidak berbahaya/ tidak menurunkan fungsi alat tubuh tertentu.
1 
Sedangkan KUHP pasal 90 telah memberikan batasan tentang 
luka berat yaitu
1
 :  
 Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan 
akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut. 
  Yang menyebabkan seseorang terus menerus tidak mampu 
untuk menjalankan tugas atau pekerjaan. 
 Yang menyebabkan kehilangan salah satu panca indera 
 Yang menimbulkan cacat berat 
 Yang mengakibatkan terjadinya keadaan lumpuh 
 Terganggunya daya pikir selama 4 minggu atau lebih 
 Terjadinya gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. 
Namun demikian pada saat pemeriksaan pertama kali dokter 
sering tidak dapat menentukan apakah seuatu perlukaan yang 
diperiksa adalah luka sedang atau berat. Hal ini diakibatkan masih 
belum berhentinya perkembangan derajat perlukaan sebelum selesai 
pengobatan. Jadi dokter membuat visum et repertum sementara yang 
tidak menyimpulkan derajat luka melainkan hanya keterangan bahwa 
hingga saat visum et repertum dibuat korban masih dalam perawatan 
di institusi kesehatan tersebut. 
Di dalam pemberitaan visum et repertum biasanya disebutkan 
keadaan umum korban sewaktu datang,luka atau cedera atau penyakit 
yang ditemukan berikut uraian letak, jenis, dan sifat serta ukurannya, 
pemeriksaan penunjang, tindakan medik yang dilakukan ,riwayat 
perjalanan penyakit selama perawatan dan keadaan akhir saat 
perawatan berakhir.
1 
Dalam bagian kesimpulan harus tercantum luka atau cedera 
atau penyakit yang ditemukan kemudian jenis benda yang 
mengakibatkannya serta derajat perlukaan. 
2) Visum et repertum kejahatan susila 
Biasanya korban kejahatan susila yang dimintakan visum et 
repertumnya kepada dokter adalah kasus dugaan adanya persetubuhan 
yang diancam KUHP meliputi pemerkosaan,persetubuhan pada wanita 
yang tidak berdaya,persetubuhan dengan wanita yang belum cukup 
umur.
1 




- Tanda persetubuhan 
- Adanya kekerasan 
- Usia korban 
- Adanya penyakit hubungan seksual 
- Kehamilan 
- Kelainan psikiatrik 
Pembuktian adanya persetubuhan dilakukan dengan 
pemeriksaan fisik terhadap kemungkinan deflorasi hymen,laserasi 
vulva atau vagina, serta ada cairan mani dan sel sperma dalam 
vagina.
1 
Dalam kesimpulan visum et repertum korban kejahatan susila 
harus memuat usia korban,jenis luka,jenis kekerasan dan tanda 
persetubuhan.
1 
3) Visum et repertum jenazah 
Visum et repertum jenazah dibagi menjadi
11
 : 
- Visum dengan pemeriksaan luar 
- Visum dengan pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) 
Jenazah yang dimintakan visum et repertumnya harus diberi 
label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap 
jabatan,yang diikat pada ibu jari kaki atau bagian tubuh lainnya. Pada 
surat permintaan visum et repertum harus jelas tertulis jenis 
pemeriksaan yang diminta, apakah hanya pemeriksaan luar jenazah 
ataukah pemeriksaan autopsi. 
Bila pemeriksaan autopsi yang diinginkan,maka penyidik 
wajib memberitahu kepada keluarga korban dan menerangkan maksud 




1) Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan 
pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari,penyidik 
wajib memberikan terlebih dahulu kepada keluarga korban 
2) Dalam hal keluarga keberatan,penyidik wajib menerangkan 
dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu 
dilakukannya pembedahan tersebut. 
3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari 
keluarga atau pihak yang diberi tahu tidak 
diketemukan,penyidik segera melaksanakan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang 
ini. 
Pemeriksaan autopsi juga diatur dalam UU RI Nomor 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 120 yang berbunyi
19
 : 
1) Untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan 
biomedik dapat dilakukan bedah mayat anatomis di rumah sakit 
pendidikan atau di institusi pendidikan kedokteran. 
2) Bedah mayat anatomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hanya dapat dilakukan terhadap mayat yang tidak dikenal atau 
mayat yang tidak diurus oleh keluarganya, atas persetujuan 
tertulis orang tersebut semasa hidupnya atau persetujuan 
tertulis keluarganya 
3) Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah 
diawetkan,dipublikasikan untuk dicarikan keluarganya dan 
disimpan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sejak 
kematiannya. 
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bedah mayat anatomis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2) dan ayat (3) 
diatur dengan peraturan menteri. 
Pemeriksaan forensik terhadap jenazah dengan pemeriksaan 
luar jenazah dilakukan dengan tanpa tindakan yang merusak keutuhan 
jaringan.Pemeriksaan dilakukan dengan teliti dan sistematik serta 
kemudian dicatat dirinci mulai dari dari pembungkus atau penutup 
jenazah,pakaian,perhiasan, benda-benda yang berada disekitar 
jenazah, perhiasan, ciri-ciri umum , tanda-tanda thanatologi,gigi 
geligi,dan cedera yang ditemukan dipermukaan seluruh tubuh bagian 
luar.
1 
Apabila penyidik meminta pemeriksaan luar saja maka 
kesimpulan visum et repertum menyebutkan jenis luka atau kelainan 
yang ditemukan dan jenis kekerasan penyebabnya, sedangkan sebab 
matinya tidak ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah 
jenazah.
1 
Pada pemeriksaan bedah jenazah menyeluruh yaitu dengan 
membuka rongga tengkorak, leher, dada, perut, dan panggul. Kadang 
kala dilakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan 
histopatologik, toksikologik , serologik dan sebagainya.
1 
Dari pemeriksaan dapat disimpulkan sebab kematian 
korban,selain jenis luka atau kelainan,jenis kekerasan penyebabnya, 
dan saat kematian seperti yang diuraikan diatas. 
4) Visum et repertum psikiatrik 
Visum et repertum di bidang psikiatrik disebut Visum et 
repertum Psychiatricum.
13 
Visum et repertum psikiatrik perlu dibuat 
oleh karena adanya pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi “ Barang 
siapa melakukan perbuatan yang tidak dipertanggungjawabkan 
padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya 
(gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (zielkelijke 
storing), tidak dipidana” 
Visum et repertum diperuntukkan bagi tersangka atau terdakwa 
pelaku pidana bukan korban sebagaimana visum et repertum lainnya. 
Pemeriksaan ini dilakukan setelah seseorang mengalami suatu 
peristiwa atau berkaitan dengan hukum. Hasil pemeriksaan tersebut 
dilakukan rekonstruksi ilmiah dimana untuk mencari korelasi antara 
hasil pemeriksaan dengan peristiwa yang terjadi.
13 
Oleh karena itu 
visum et repertum psikiatrik menyangkut masalah dapat dipidana atau 
tidaknya seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya,maka adalah 
lebih baik bila pembuat visum et repertum psikiatrik ini hanya dokter 
spesialis psikiatri yang bekerja di rumah sakit jiwa atau rumah sakit.
1 
Dari berbagai macam tersebut tetap dalam pembuatannya memiliki nama 
resmi visum et repertum saja. 
Visum et repertum dibuat secara tertulis, sebaiknya diketik,diatas sebuah 
kertas putih dengan kepala surat institusi kesehatan yang melakukan 
pemeriksaan,sebaiknya dalam bahasa Indonesia,tanpa menggunakan singkatan, 
dan sedapat mungkin tanpa istilah asing,bila terpaksa digunakan namun tetap ada 
penjelasan bahasa Indonesia.Apabila diperlukan gambar atau foto untuk lebih 
memperjelas maka gambar atau foto tersebut diberikan dalam bentuk lampiran.1 
 Konsep visum yang dipakai selama ini merupakan karya pakar bidang 
kedokteran kehakiman yaitu Prof.Muller, Prof. Mas Sutejo Mertodidjojo dan 
Prof.Sutomo Tjokro sejak puluhan tahun lalu.
11 
Visum et repertum terdiri dari 5 bagian yang tetap yaitu1 : 
1. Projustisia  
Kata tersebut terletak di bagian atas dan memberikan menandakan 
bahwa visum et repertum dibuat untuk tujuan peradilan. Dokter jika 
dari awal pemeriksaan menyadari bahwa laporan yang ia buat adalah 
untuk tujuan peradilan maka arti kata Projustisia sangat penting. Visum 





Kata “Pendahuluan” tidak ditulis secara langsung namun berupa 
kalimat dibawah judul yang berisikan landasan operasional yaitu
11
 : 
 Identitas penyidik  
 Identitas korban yang diperiksa 
 Identitas TKP dan saat /sifat peristiwa 
 Identitas pemeriksa 
 Identitas saat/waktu dan tempat pemeriksaan. 
Dokter tidak perlu memastikan identitas korban namun diuraikan 
sesuai yang tertulis dari surat permintaan visum et repertum.
1 
3. Pemberitaan  
Bagian ini berjudul “ Hasil Pemeriksaan” dan merupakan bagian 
visum yang terpenting karena di bagian ini dokter menuliskan apa 
yang ia lihat dan temukan (objektif). Bagian ini berisi hasil 
pemeriksaan medik tentang keadaan kesehatan atau sakit atau luka 
korban yang berkaitan dengan perkaranya,tindakan medik yang 
dilakukan serta keadaan selesai pengobatan/perawatan.  
Bila dilakukan autopsi pada jenazah maka diuraikan alat dalam 
yang berkaitan dengan perkara dan matinya orang tersebut.Temuan 
hasil pemeriksaan medik yang bersifat rahasia dan tidak berhubungan 
dengan perkaranya tidak dituangkan ke dalam bagian pemberitaan dan 




Berisi kesimpulan dokter sesuai dengan keilmuannya tentang hasil 
temuannya meliputi jenis perlukaan dan jenis kekerasan atau 
penyebabnya,serta derajat perlukaan atau sebab kematian.
1
 Untuk 
pengguna visum itu sendiri bagian kesimpulan merupakan bagian yang 
terpenting oleh karena itu diharapkan para dokter memperhatikan 
bagian kesimpulan agar visum bisa berguna dan lebih informartif .
11 
5. Penutup 
Bagian ini tidak memiliki judul dan berisi kalimat baku “ 
Demikianlah visum et repertum ini saya buat dengan sesungguhnya 
berdasarkan keilmuan saya dan mengingat sumpah sesuai  dengan 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana “. Bagian ini 
mengingatkan para dokter bahwa laporan tersebut dibuat dengan 
sejujur-jujurnya untuk tujuan peradilan. 
 
2.3  Pengetahuan 
2.3.1 Pengertian pengetahuan 
Pengetahuan merupakan hasil dari tahu,dan ini terjadi setelah orang 
melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraaan terjadi 
melalui panca indera manusia yaitu indera penglihatan, pendengaran, 
penciuman,rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui 
mata dan telinga.4 
Menurut pendekatan konstruktivistis,pengetahuan bukanlah fakta dari 
suatu kenyataan yang dipelajari namun suatu konstruksi kognitif seseorang 
terhadap objek,pengalaman atau lingkungannya dengan kata lain bahwa 
pengetahuan merupakan pembentukan terus-menerus oleh seseorang yang 
mengalami reorganisasi karena adanya pemahaman-pemahaman baru.
15 
2.3.2  Tingkat pengetahuan 
Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk 
terbentuknya suatu persepsi seseorang. Tingkat pengetahuan seseorang juga dapat 
mempengaruhi persepsi dan perilaku seseorang,yang mana jika tingkatnya makin 
tinggi pengetahuan seseorang maka seseorang itu makin baik untuk menafsirkan 
sesuatu.4 
Menurut Notoatmodjo pengetahuan yang dicakup didalam domai kognitif 
ada 6 tingkat yaitu
4
 : 
1) Tahu (know )  
Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 
sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat itu adalah mengingat 
kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau 
rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu tahu merupakan tingkat 




2) Memahami (comprehension) 
Memahani diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara 
benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut 
secara benar. Orang yang telah paham tentang suatu objek atau materi harus dapat 
menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya, 
terhadap objek yang dipelajari. 
3) Aplikasi (application) 
Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang 
telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang sebenarnya. Aplikasi disini dapat 
diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, 
prinsip,dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain untuk memecahkan 
masalah. 
4) Analisis (analysis) 
Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu 
objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam satu struktur 
organisasi,dan masih ada kaitannya satu sama lain. 
5) Sintesis (synthesis) 
Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 
menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentukk keseluruhan yang  baru. 
Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun farmasi baru 
dari formulasi-formulasi yang ada. Misalnya dapat menyusun , dapat 
merencanakan, dapat meringkas, dapat menyesuaikan dan sebagainya. 
 
6) Evaluasi (evaluation) 
Berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian 
terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu berdasarkan kriteria yang 
ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria yang telah ada. 
 
2.3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 
 Menurut Notoatmodjo ada beberapa faktor pengetahuan yaitu
4
 : 
1) Tingkat Pendidikan 
Tingkat pendidikan yaitu kemampuan belajar yang dimiliki 
manusia merupakan bekal yang sangat pokok.Jenis pendidikan adalah 
macam jenjang pendidikan formal yang bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan belajar seseorang,sehingga tingkat pendidikan dan jenis 
pendidikan dapat menghasilkan suatu perubahan dalam pengetahuan 
seseorang. 
2) Budaya 
Budaya sangat berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan,karena 
setiap budaya yang baru akan disaring sesuai atau tidak dengan budaya 
yang telah ada dan kepercayaan yang dianut. 
3) Pengalaman 
Pengalaman disini berkaitan dengan umur dan tingkat pendidikan 
sehingga pada seseorang yang tingkat pendidikan tinggi maka pengalaman 
akan lebih luas. Pengalaman lebih luas karena seseorang tersebut dapat 
dipercaya menyelesaikan permasalahannya dari pengetahuannya dan 
terpapar masalah lebih banyak sehingga pengalamannya terus bertambah. 
4) Informasi 
Teori depedensi mengenai efek komunikasi massa,disebutkan 
bahwa media massa dianggap sebagai sistem informasi yang memiliki 
peranan penting dalam proses pemeliharaan,perubahan,dan konflik dalam 
tatanan masyarakat,kelompok atau individu dalam aktivitas sosial dimana 
media massa ini nantinya akanmempengaruhi fungsi kognitif, afektif, dan 
behavioral.  
Pada fungsi kognitif diantaranya adalah berfungsi untuk 
menciptakan atau menghilangkan ambiguitas, pembentukan sikap, 
perluasan sistem,keyakinan masyarakat dan penegasan atau penjelasan 
nilai-nilai tertentu. 
5) Status sosial ekonomi 
Status sosial ekonomi berpengaruh terhadap tingkah laku. Individu 
yang berasal dan keluarga yang bestatus sosial ekonominya baik 
dimungkinkan lebih memiliki sikap positif memandang diri dan masa 






2.4 Dokter umum dan dokter spesialis forensik 
 
2.4.1 Dokter umum 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, dokter umum adalah dokter yang 
belum mendalami keahlian pada jenis penyakit tertentu.
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Sedangkan menurut 
World Health Oraganization (WHO), dokter umum (generalist medical 
practicioner) adalah dokter yang mendiagnosa,mengobati,dan mencegah penyakit 
dan mencakup kesehatan secara keseluruhan melalui prinsip-prinsip dan prosedur 
kedokteran.Para dokter umum tidak membatasi pada suatu penyakit tertentu dan 
memungkinkan pelayanan kepada individu,keluarga atau umum.
17 
 
2.4.2 Dokter spesialis 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia,dokter spesialis adalah dokter 
yang telah mendalami keahlian pada penyakit tertentu.
16 
Menurut World Health 
Organozation (WHO),dokter spesialis (specialist medical practicioner) adalah 
dokter yang mendiagnosa,mengobati dan mencegah penyakit tertentu,dengan 
berbasis prinsip-prinsip dan prosedur kedokteran. Dokter spesialis adalah 
kelanjutan pendidikan dari dokter umum. 
 
2.4.3 Dokter spesialis Forensik 
Menurut World Health Oraganization (WHO),dokter spesialis forensik 
merupakan bagian dari kelompok spesialisasi kedokteran yang terfokus pada 
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Gambar 1. Kerangka Teori 
 









Gambar 2. Kerangka Konsep 
Faktor yang mempengaruhi 
pengetahuan  
 Pengalaman kerja 
 Usia 






dokter umum mengenai 
visum et repertum 
Dokter umum di kota 
yang terdapat dokter 
spesialis forensik 
Tingkat pengetahuan 
mengenai visum et repertum 
Dokter umum di kota 
yang tidak terdapat 
dokter spesialis forensik 
3.3  Hipotesis 
 Terdapat perbedaan tingkat pengetahuan tentang visum et repertum antara 
dokter umum di kota yang ada dokter spesialis forensik dan dokter umum di kota 



















4.1 Ruang Lingkup Penelitian 
 Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Ilmu Kedokteran Forensik 
dan Medikolegal dan Psikologi. 
4.2  Tempat dan Waktu Penelitian 
 Penelitian telah dilakukan di Unit Gawat Darurat beberapa Rumah Sakit 
Pemerintah di kota Semarang (RSUD Tugurejo),kabupaten Pekalongan (RSUD 
Kraton),kota Salatiga (RSU Salatiga) dan kabupaten Purwokerto (RSU 
Prof.Margono Soekarjo). Penelitian mulai dilaksanakan dari bulan Maret-Juli 
2012.  
4.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional.
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4.4 Populasi dan Sampel 
4.4.1  Populasi Target 
  Dokter umum yang bertugas di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit 
Pemerintah. 
4.4.2  Populasi Terjangkau 
 Dokter umum yang bertugas di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit 
Pemerintah di Kota Semarang,Kota Pekalongan,Kota Salatiga dan Kabupaten 
Purwokerto. 
4.4.3  Sampel 
 Dokter umum yang bertugas di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit 
Pemerintah pada periode penelitian bulan Maret-Juli 2012 di Kota 
Semarang,Kabupaten Pekalongan,Kota Salatiga dan Kabupaten Purwokerto. 
4.4.3.1 Kriteria Inklusi 
 Dokter umum yang bertugas di Unit Gawat Darurat yang berkenan untuk 
ikut dalam penelitian. 
4.4.3.2 Kriteria Eksklusi 
Dokter umum sedang menangani pasien emergency. 
4.4.4  Besar sampel 
Pemilihan subyek penelitian dengan cara whole population, dimana  
jumlah sampel adalah seluruh sampel yang berada di tempat penelitian yang 
ditentukan dan pada periode penelitian dijadikan subyek penelitian. 
 
 
4.5 Variabel penelitian 
4.5.1  Variabel bebas  
1) Dokter umum yang berada di kota yang terdapat dokter spesialis 
forensik 
2) Dokter umum yang berada di kota yang tidak terdapat dokter spesialis 
forensik. 
4.5.2 Variabel tergantung  
Tingkat pengetahuan dokter umum mengenai visum et repertum meliputi : 
- Definisi visum et repertum 
- Dasar hukum visum et repertum 
- Peranan dan fungsi visum et repertum 
- Jenis visum et repertum 






4.6  Definisi Operasional Variabel  
Tabel 1. Definisi operasional variabel 
Variabel Definisi Operasional Skala 
Pengetahuan Pengetahuan dokter tentang 
visum et repertum. 
Baik      : ≥ 80% 
Kurang : < 80% 
Nominal 
Dokter umum Seorang dokter yang tidak 
mengkhususkan diri pada suatu 
penyakit tertentu dan mencakup 




Dokter umum yang telah 
mengambil spesialisasi 
kedokteran forensik tetapi tidak 
memberikan terapi bedah hanya 




4.7  Cara Pengumpulan Data 
4.7.1  Alat 
Kuesioner berisi pertanyaan perihal tentang visum et repertum meliputi 
definisi visum et repertum,dasar hukum visum et repertum,peranan visum et 
repertum,jenis dan bentuk visum et repertum. 
 Validitas kuesioner 
Validitas merupakan ketepatan atau kecermatan 
pengukuran,valid  artinya alat tersebut mengukur apa yang 
ingin diukur. Untuk mengetahui validitas suatu instrumen 
dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor masing-
masing variabel dengan skor totalnya. Pada penelitian ini tidak 
dilakukan uji validitas pada responden dikarenakan waktu yang 
tidak tercapai,tetapi dilakukan uji validitas dengan validitas 
konstruk dimana meminta pendapat dari ahli untuk 
mendapatkan tanggapan,dan kemudian kuesioner penelitian ini 
dapat dijadikan instrumen penelitian. 
 Reliabilitas adalah  indeks yang menunjukkan sejauh mana 
suatu alat pengukur dapat dipercaya.Pengujian dilakukan 
dengan program komputer dan nilai konstanta Cronbach Alpha. 
Dari pengujian yang didapat dari program komputer didapatkan 
bahwa nilai konstanta < 0,6 diartikan bahwa instrumen belum 
reliable. 
4.7.2  Cara Kerja 
1) Mendata dokter umum yang bertugas di Unit Gawat Darurat pada 
periode penelitian 
2) Subyek penelitian dihubungi untuk menyesuaikan dengan kriteria 
inklusi dan eksklusi 
3) Membuat perjanjian pertemuan dengan subyek penelitian, 
kemudian mulai dilakukan penelitian dengan membagikan 
kuesioner untuk diisi dan kemudian dikembalikan kepada peneliti 
4) Data yang terkumpul kemudian di analisis 
5) Analisis tersebut kemudian dituliskan dalam laporan hasil 
penelitian.  
 















Sampel di kota yang 
terdapat dokter spesialis 
forensik 
Sampel di kota yang  tidak 
terdapat dokter spesialis 
forensik 
Penyebaran kuesioner Penyebaran kuesioner 
Pengisian kuesioner Pengisian kuesioner 
Pengumpulan data 
Pengolahan data 
4.9  Analisis Data 
1) Cleaning 
Dilakukan pembersihan pada data penilitian dan menyingkirkan 
data yang tidak diperlukan 
2) Editing 
Dilakukan editing untuk meneliti kelengkapan data, 
kesinambungan data, dan keseragaman data sehingga validitas data 
terjamin 
3) Coding 
  Dilakukan untuk memudahkan pengolahan data termasuk 
pemberian  skor 
4) Entrying  
 Memasukkan data dalam komputer untuk proses analisi data. 
Analisa data telah dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji fischer 
exact. Hasil analisa data dikatakan bermakna jika didapatkan nilai p ≤ 0,05. 
Analisa dilakukan menggunakan program aplikasi komputer. 
 
4.10  Etika Penelitian 
Sebelum penelitian dilakukan, penelitian telah dimintakan ethical 
clearance dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas Kedokteran 
Universitas Diponegoro/ RSUP Dr.Kariadi Semarang. Persetujuan subjek 
penelitian telah diminta dalam bentuk informed consent tertulis setelah diberikan 
penjelasan mengenai tujuan,manfaat dan prosedur penelitian. Dokter berhak 
menolak untuk diikutsertakan penelitian karena itu termasuk kriteria eksklusi. 
Identitas subjek penelitian ini dirahasiakan dan tidak dipublikasikan. Seluruh 
biaya penelitian yang berkaitan dengan penelitian merupakan tanggung jawab 
peneliti dan imbalan yang sudah diberikan kepada subjek penelitian disesuaikan 














Subyek penelitian merupakan dokter umum yang bertugas di Instalasi 
Gawat Darurat di beberapa Rumah Sakit milik pemerintah yaitu RSUD Tugurejo 
Semarang,RSU Salatiga,RSUD Kraton Pekalongan, dan RS Prof.Margono 
Soekarjo Purwokerto. Pemilihan subyek penelitian dilakukan dengan cara whole 
population  dimana dalam penentuan subyek penelitian terdapat kriteria inklusi 
dan eksklusi. 
Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner yang diberikan 
oleh peneliti kepada subjek penelitian dan diisi secara langsung. Jumlah sampel 
yang didapat yaitu 32 orang dimana didapatkan 17 orang merupakan dokter 
umum di kota yang terdapat dokter spesialis forensik (Kota Semarang dan 
Kabupaten Purwokerto) dan 15  orang merupakan dokter umum di kota yang tidak 
terdapat dokter spesialis forensik (Kota Salatiga dan Kabupaten Pekalongan). 
Jumlah subjek tidak sama karena data yang didapatkan melalui cara whole 
population di masukkan dalam analisis data 
Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan tingkat pengetahuan 
dokter umum tentang visum et repertum di kota yang terdapat dokter spesialis 
forensik (RSUD Tugurejo dan RS Prof.Margono Soekarjo Purwokerto) dan di 
kota yang tidak terdapat dokter spesialis forensik (RSU Salatiga dan RSUD 
Kraton Pekalongan). 
Berikut adalah tabel presentasi tingkat pengetahuan dokter umum tentang 
visum et repertum 
Tabel 2. Tabel presentasi tingkat pengetahuan dokter umum tentang visum et 
repertum 
No 
Daerah terdapat dokter 
spesialis forensik 
Daerah tidak terdapat dokter 
spesialis forensik 
1 75% 85% 
2 80% 90% 
3 75% 80% 
4 80% 75% 
5 90% 85% 
6 90% 85% 
7 80% 90% 
8 85% 90% 
9 80% 85% 
10 80% 80% 
11 80% 70% 
12 80% 85% 
13 90% 80% 
14 75% 75% 
15 70% 85% 
16 75%  





Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pengetahuan dokter umum 
keseluruhan termasuk dalam kriteria baik yaitu ≥ 80%.  Namun terdapat 
perbedaan tingkat pengetahuan dokter umum di kota yang tidak terdapat dokter 
spesialis forensik lebih tinggi daripada tingkat pengetahuan dokter umum di kota 
yang terdapat dokter spesialis. 
 Berdasarkan uji fischer exact didapatkan hasil p = 0,691 untuk variabel 
tingkat pengetahuan dokter umum tentang visum et repertum. Karena variabel 
tersebut tidak memiliki nilai p<0,05 maka  berdasarkan derajat kemaknaannya 










Visum et repertum adalah surat keterangan yang dibuat oleh dokter 
berdasarkan permintaan dari penyidik mengenai apa yang dilihat dan 
ditemukan.
1,2,5
 Dalam pembuatan visum et repertum juga terdapat ketentuan 
dalam penulisan nya oleh karena itu diperlukan pengetahuan yang mendasari agar 
sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Setiap dokter dalam pendidikan 
kedokteran terdahulu mendapatkan pengetahuan tentang visum et repertum dan 
dalam masa kerja nya sewaktu-waktu di kehendaki membuat visum et repertum 
,dokter harus bisa membuatnya dimanapun dokter bertugas.  
Dokter spesialis forensik adalah dokter umum yang telah mengambil 
spesialisasi di bidang forensik dan kedokteran kehakiman berwenang atas visum et 
repertum,namun karena jumlah dokter spesialis forensik tidak sebanding dengan 
jumlah wilayah sehingga tidak semua daerah terdapat dokter spesialis forensik. 
Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat 
pengetahuan yang terdapat di kota yang terdapat dokter spesialis forensik dan 
yang tidak terdapat dokter spesialis forensik.  
Metode penelitian yang dipakai adalah observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional.
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 Sampel penelitian yang dijadikan subjek penelitian 
berjumlah  32 orang yaitu dokter umum yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat. 
Analisa deskriptif memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan tingkat 
pengetahuan dokter umum tentang visum et repertum. Rata-rata tingkat 
pengetahuan dokter umum di kota yang tidak terdapat dokter spesialis forensik 
(83%) lebih tinggi dibanding tingkat pengetahuan dokter umum di kota yang 
terdapat dokter spesialis forensik (80,5886 %).Namun didapat dari analisa 
hipotesis berdasarkan derajat kemaknaan nya,hipotesis penelitian ini ditolak 
artinya tidak terdapat perbedaan tingkat pengetahuan yang signifikan antara 
dokter umum di kota yang terdapat dokter spesialis forensik dan tidak terdapat 
dokter spesialis forensik. 
Penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang diketahui peneliti tidak 
membandingkan tingkat pengetahuan hanya saja mengukur kualitas visum et 
repertum yang telah dibuat.
21,22 
Kejadian dimana hipotesis penelitian ditolak,bisa dikarenakan berbagai 
macam faktor. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada 
kuesioner yang telah diisi oleh subjek penelitian didapatkan berbagai variasi 
jawaban dimana menunjukkan bahwa pemahaman mengenai visum et repertum 
tidak sama. Hal ini tidak selayaknya terjadi karena tiap dokter mendapatkan 
pengetahuan yang sama saat pendidikan profesi kedokteran terdahulu. 
Faktor lain kemungkinan dipengaruhi oleh kebiasaan membuat 
visum,karena jika terbiasa membuat maka setidaknya pemahaman akan tetap 
terjaga,kemudian keadaan dokter secara pribadi saat pengisian kuesioner, dan 
perbedaan secara prosedural mengenai pembuatan visum et repertum 
Kelemahan penelitian ini adalah jumlah sampel yang menjadi subjek 
penelitian tidak sesuai dengan harapan peneliti karena kriteria sampel ada yang 
memenuhi kriteria eksklusi yang tidak dapat dijadikan subjek penelitian dan juga 
karena keterbatasan waktu dan tenaga daerah yang menjadi penelitian tidak 
merata di seluruh Jawa Tengah. Kelemahan lainnya mungkin terletak pada 
instrumen penelitian sendiri karena belum ada acuan tersendiri mengenai tingkat 
pengetahuan dan pengisian kuesioner ada yang tidak terisi lengkap. 
Untuk mengatasi kelemahan penelitian tersebut,peneliti dengan segenap 
waktu yang ada mencoba untuk mendapatkan sampel dengan cara memiliki 
jadwal jaga dokter IGD di Rumah Sakit masing-masing kota tersebut diatas dan 
untuk mengatasi kekurangan pada instrumen penelitian,peneliti membimbing 












SIMPULAN DAN SARAN 
7.1 Simpulan 
 Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan dokter 
umum mengenai visum et repertum di kota yang tidak terdapat dokter spesialis 
forensik lebih tinggi dibandingkan tingkat pengetahuan dokter umum mengenai 
visum et repertum di kota yang terdapat dokter spesialis forensik,berdasarkan 
analisa hipotesis tidak bermakna artinya tidak terdapat perbedaan antara tingkat 
pengetahuan dokter tentang visum et repertum baik yang berada di kota terdapat 
dokter spesialis forensik dan di kota yang tidak terdapat spesialis forensik. 
7.2   Saran 
 Dari hasil penelitian, terdapat saran yang ditujukan kepada pihak-pihak 
yang terlibat. 
1. Dokter umum yang berada baik di kota yang terdapat dokter 
spesialis forensik dan di kota yang tidak terdapat dokter spesialis 
forensik selayaknya pengetahuan akan visum et repertum baik olrh 
karena itu tetap dipertahankan. 
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut ke daerah lain mengenai 
tingkat pengetahuan dengan instrumen penelitian yang lebih baik. 
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 
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Valid Missing Total 
 
N Percent N Percent N Percent 
Kelompok Dokter * 
Kriteria tingkat 
pengetahuan 
32 100.0% 0 .0% 32 100.0% 
Kelompok Dokter * Kriteria tingkat pengetahuan Crosstabulation 
   Kriteria tingkat 
pengetahuan 
Total    kurang baik 
Kelompok 
Dokter 
Dokter umum di kota 
yang tidak terdapat 
dokter spesialis 
forensik 
Count 3 12 15 
Expected 
Count 
3.8 11.3 15.0 
Dokter umum di kota 
yang terdapat dokter 
spesialis forensik 
Count 5 12 17 
Expected 
Count 
4.3 12.8 17.0 
Total Count 8 24 32 
Expected 
Count 
















 1 .539   
Continuity Correction
b
 .042 1 .838   
Likelihood Ratio .380 1 .537   
Fisher's Exact Test    .691 .421 
Linear-by-Linear 
Association 
.365 1 .546 
  
N of Valid Cases 32     
a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,75. 








 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Tingkat 
pengetahuan 
Dokter umum di 
kota yang tidak 
terdapat dokter 
spesialis forensik 
15 100.0% 0 .0% 15 100.0% 
Dokter umum di 
kota yang terdapat 
dokter spesialis 
forensik 















Dokter umum di 
























Minimum 70.00  
Maximum 90.00  
Range 20.00  
Interquartile Range 5.00  
Skewness -.872 .580 
Kurtosis .198 1.121 
Dokter umum di 
























Minimum 70.00  
Maximum 90.00  
Range 20.00  
Interquartile Range 10.00  
Skewness .281 .550 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid tidak 1 3.1 3.1 3.1 
ya 31 96.9 96.9 100.0 
Total 32 100.0 100.0  
 
Kewajiban membuat VeR 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid tidak 12 37.5 37.5 37.5 
ya 20 62.5 62.5 100.0 
Total 32 100.0 100.0  
 
Dasar KUHAP VeR 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid tidak 2 6.3 6.3 6.3 
ya 30 93.8 93.8 100.0 
Total 32 100.0 100.0  
(lanjutan) 
Perbedaan VeR dengan surat keterangan medis 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid tidak 3 9.4 9.4 9.4 
ya 29 90.6 90.6 100.0 
Total 32 100.0 100.0  
 
Sanksi jika menolak membuat VeR 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid tidak 14 43.8 43.8 43.8 
ya 18 56.3 56.3 100.0 
Total 32 100.0 100.0  
 
VeR adalah alat bukti yang sah 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid tidak 1 3.1 3.2 3.2 
ya 30 93.8 96.8 100.0 
Total 31 96.9 100.0  
Missing System 1 3.1   
Total 32 100.0   
 
Identitas pasien dipastikan oleh pembuat VeR 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid tidak 6 18.8 18.8 18.8 
ya 26 81.3 81.3 100.0 





Membuka rahasia VeR ke keluarga korban 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ya 3 9.4 9.4 9.4 
tidak 29 90.6 90.6 100.0 
Total 32 100.0 100.0  
 
Semua dokter di Indonesia dapat membuat VeR 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid tidak 2 6.3 6.3 6.3 
ya 30 93.8 93.8 100.0 
Total 32 100.0 100.0  
 
Pembuatan visum perlukaan perlu keterangan derajat 
perlukaan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid tidak 2 6.3 6.3 6.3 
ya 30 93.8 93.8 100.0 
Total 32 100.0 100.0  
 
Derajat perlukaan dicantumkan pada bagian Kesimpulan VeR 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid tidak 5 15.6 16.1 16.1 
ya 26 81.3 83.9 100.0 
Total 31 96.9 100.0  
Missing System 1 3.1   
Total 32 100.0   
(lanjutan) 
 
Dokter membuat visum perlukaan tanpa surat dari penyidik 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid tidak 17 53.1 53.1 53.1 
ya 15 46.9 46.9 100.0 
Total 32 100.0 100.0  
 
Visum kejahatan asusila 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid tidak 4 12.5 12.5 12.5 
ya 28 87.5 87.5 100.0 
Total 32 100.0 100.0  
 
VeR jenazah bisa dilakukan di yankes mana saja 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ya 15 46.9 46.9 46.9 
tidak 17 53.1 53.1 100.0 
Total 32 100.0 100.0  
 
Dokter boleh bedah jenazah tanpa izin keluarga pasien 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid tidak 11 34.4 34.4 34.4 
ya 21 65.6 65.6 100.0 





VeR psychiatricum hanya dibuat oleh dokter spesialis jiwa 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid tidak 9 28.1 28.1 28.1 
ya 23 71.9 71.9 100.0 
Total 32 100.0 100.0  
 
VeR sebaiknya berbahasa Indonesia 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid no 1 3.1 3.1 3.1 
ya 31 96.9 96.9 100.0 
Total 32 100.0 100.0  
 
ProJustisia berada paling atas 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ya 32 100.0 100.0 100.0 
 
Tempat dan saat pemeriksaan di bagian Pendahuluan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid tidak 1 3.1 3.1 3.1 
ya 31 96.9 96.9 100.0 
Total 32 100.0 100.0  
Bagian Penutup terdapat pernyataan sumpah sesuai KUHAP 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

























ya 26 81.3 81.3 100.0 




A. Pengertian visum et repertum 
 
1. Menurut anda, apakah visum et repertum merupakan keterangan 










B.  Dasar Hukum Visum et Repertum 
 
3. Menurut anda, apakah pembuatan visum et repertum didasari oleh 




4. Menurut anda, apakah terdapat perbedaan visum et repertum dengan 
surat keterangan medis lainnya? 
a. Ya 
b. Tidak 
5. Menurut anda, apakah ada sanksi jika dokter umum menolak membuat 
visum et repertum? 
a.  Ya 
b. Tidak 
 
6. Menurut anda, apakah visum et repertum dapat menjadi alat bukti 
hukum yang sah ? 
a. Ya 
b. Tidak  
 
7. Menurut anda, apakah identitas pasien di dalam visum et repertum 




8. Menurut anda, apakah dokter boleh membuka rahasia visum et 




9. Menurut anda, apakah semua dokter di Indonesia dapat membuat 
visum et repertum ? 
a. Ya 
b. Tidak 
C. Jenis Visum et Repertum 
10. Menurut anda, apakah dalam pembuatan visum perlukaan diperlukan 




11. Menurut anda, apakah derajat perlukaan dicantumkan pada bagian 




12. Menurut anda, apakah dokter boleh membuat visum perlukaan saat 
korban datang namun tanpa membawa keterangan permintaan visum et 




13. Menurut anda, apakah visum kejahatan susila untuk membuktikan 




14. Menurut anda, apakah pelaksanaan visum et repertum jenazah bisa 




15. Menurut anda, apakah dokter boleh membedah jenazah tanpa seizin 




16. Menurut anda, apakah hanya dokter spesialis jiwa yang dapat membuat 




D. Bentuk Visum et Repertum 
 
17. Menurut anda, apakah dalam pembuatan visum et repertum sebaiknya 




18. Menurut anda, apakah kata Pro Justisia harus berada di paling atas 




19. Menurut anda,apakah dalam pendahuluan harus dicantumkan tempat 





20. Menurut anda,apakah dalam bagian Penutup terdapat pernyataan 




** Terima kasih atas kerjasama anda dan mohon untuk tidak 


































Nama    : Rizqi Amelia Nuraga 
NIM    : G2A008168 
Tempat/tanggal lahir  : Ambon,5 Juli 1990 
Jenis kelamin   : Perempuan 
Alamat    : Jl.Tegal Sari Barat no.6,Semarang 
Nomor Telpon   : 021-8298585 
Nomor HP    : 08561398488   
e-mail     : rizqi_Amelia@yahoo.com 
Riwayat Pendidikan Formal 
1. SD  : SDN Blimbing 1 Malang  Lulus tahun: 2002 
2. SMP : SMPN 73 Jakarta   Lulus tahun: 2005 
3. SMA: SMAN 6 Jakarta   Lulus tahun: 2008 





Pengalaman publikasi tulisan ilmiah 
- 
Pengalaman presentasi karya ilmiah 
- 
Pengalaman mengikuti lomba karya ilmiah 
- 
 
